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PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena rahmat dan
hidayah-Nya, Dinas Kesehatan Kota Sibolga dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instandi Pemerintah (LK|IP) Dinas Kesehatan Kota Sibolga
Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja serta
wujud transparansi dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan.

Sasaran dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan secara langsung maupun
tidak langsung dapat mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian
sasaran melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024
sebagai upaya pemecahan berbagai masalah kesehatan dengan peningkatan
pelayanan yang lebih berkualitas, efektif, efesien dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Sibolga ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas tahun yang lalu sekaligus merupakan bahan perencanaan untuk
pembangunan Kesehatan Kota Sibolga pada tahun berikutnya.

Sibolga, Januari 2025
Pit. KEPALA PINAS KESEHATAN
KOTA Si GA

SRI WAHYU
PEMBINA
NIP. 19821225 00604 2 009

I, SKM, M.Si
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.1.1 Penjelasan Umum

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi
untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu
dilaksanakan pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya
pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh
pelayanan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945. Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan
kesehatan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut,
pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan
berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup
sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah
dilaksanakan mendapatkan tantangan baik secara lokal,
nasional maupun global sebagai akibat dari perubahan social
ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai
masalah dan tantangan dalam pembangunan Kesehatan telah
berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang
tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan
Kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya
diselenggarakan oleh sektor Kesehatan saja. Keikut sertaan pihak
lain (stakeholders) secara lintas sektor termasuk swasta dan
masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan
pencapaian  tujuan pembangunan  Kesehatan  melalui
penyelenggaran pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota
Sibolga sebagai instansi Pemerintah wajib memberikan informasi

kepada masyarakat tentang hasil-hasil penyelenggaraan
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b. Data Geografis Wilayah

Sibolga merupakan salah satu kota terkecil di Indonesia yang

terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Berikut

adalah data geografis tentang Kota Sibolga:

1. Lokasi: Kota Sibolga terletak di pesisir barat Sumatera
Utara, tepatnya di pantai barat daya Pulau Sumatera.
Koordinat geografisnya berkisar antara 1° 44' 37" LU
hingga 1° 56' 25" LU dan 98° 46' 55" BT hingga 98° 58' 29"
BT.

2. Luas Wilayah: Luas wilayah kota Sibolga adalah sekitar
10,77 kilometer persegi.

3. Topografi: Secara umum, topografi wilayah kota Sibolga
terdiri dari dataran rendah yang mendekati pantai hingga
perbukitan. Sebagian besar wilayahnya memiliki kontur
berbukit dengan beberapa dataran rendah di sekitar
pantai.

4. Iklim: Kota Sibolga memiliki iklim tropis basah dengan
suhu rata-rata tahunan sekitar 26-28°C. Musim kemarau
biasanya berlangsung dari bulan April hingga September,
sedangkan musim hujan dari bulan Oktober hingga
Maret.

5. Pesisir: Bagian utara kota Sibolga merupakan wilayah
pesisir yang menghadap ke Samudra Hindia. Terdapat
pelabuhan yang penting bagi aktivitas pelayaran dan
perdagangan di daerah ini.

6. Pulau: Di perairan sekitar kota Sibolga terdapat beberapa
pulau kecil, salah satunya adalah Pulau Poncan yang
terkenal dengan pantainya yang indah.

c. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kota Sibolga Tahun 2024 berdasarkan

data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak
91.747 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kota Sibolga terdiri dari 4 kecamatan dan 17 kelurahan.
Berikut daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sibolga:

Tabel 1. 1 Data Kelurahan
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No Kecamatan K‘:ml hhl Nama Kelurahan

e Kota Baringin
e Pancuran Gerobak

ibolga Kot 4
1 | Sibolga Kota e Pasar Baru
e Pasar Belakang
e Pancuran Bambu
| e Pancuran Dewa
-: : 4
. 2 | Sibolga Sambas ¢ Pancuran Kerambil
e Pancuran Pinang
) e Aek Habil
Aek Mani
3 | Sibolga Selatan 4 s

* Aek Muara Pinang
e Aek Parombunan

e Angin Nauli

[ e Huta Barangan

| 4 | Sibolga Utara 5 ¢ Huta Tonga-tonga
e Sibolga Ilir

e Simare-mare

Total 17
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e. Jumlah Unit Kerja Dinas Kesehatan dan Pegawai
Pemerintah

Dinas Kesehatan Kota Sibolga memiliki 6 Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) yaitu:
UPTD Puskesmas Pintu Angin
UPTD Puskesmas Sambas
UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas
UPTD Puskesmas Aek Habil |
UPTD Puskesmas Aek Parombunan ‘
UPTD Laboratorium

G 0 ey

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sibolga
berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.
Berikut ini daftar tabel distribusi pegawai di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2024:

Tabel 1. 2 Data Pegawai UPTD Puskesmas Pintu Angin

UPTD Puskesmas Pintu Angin
Jumlah

No Jenis Tenaga Kerja Jumlah Non ASN |

1 | Ahli Gizi 1 0 :

2 | Analis Lab 0 1 |
3 | Apoteker 1 0 |
4 | Asisten Apoteker 1 0 |
5 | Bidan 21 22 |
6 | Dokter Umum 3 0

7 | Dokter Gigi 2 0 |
8 | Penyuluh Kesehatan 7 1

9 | Perawat 18 8

10 | Perawat Gigi 0 0

11 | Sanitarian 1 0

12 | Jumlah 55 32
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Tabel 1. 3 Data Pegawai UPTD Puskesmas Sambas

: UPTD Puskesmas Sambas
No | Jenis Tenaga Kerja o ;::Tshﬁ
1 | Ahli Gizi 1 0
2 | Analis Lab 2 0
3 | Apoteker 1 0
4 | Asisten Apoteker 1 0
. S5 | Bidan 14 24
. 6 | Dokter Umum 1 0
7 | Dokter Gigi 1 1
8 | Penyuluh Kesehatan 7 3
9 | Perawat 19 5
10 | Perawat Gigi 1 0
11  Sanitarian 2 0
12 | Jumlah 50 33

Tabel 1. 4 Data Pegawai UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas
UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas

Jumlah
No | Jenis Tenaga Kerja | Jumlah Non ASN
1 | Ahli Gizi 2 0
2 | Analis Lab 1 0
3 | Apoteker 1 0
4 | Asisten Apoteker 2 0
5 | Bidan 13 14
6 | Dokter Umum 0 1
7 | Dokter Gigi 2 0
8 | Penyuluh Kesehatan 7 3
9 | Perawat 8 8
10 | Perawat Gigi 2 0
11 | Sanitarian 0 1
12 | Jumlah 38 27
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Tabel 1. 5 Data Pegawai UPTD Puskesmas Aek Habil

UPTD Puskesmas Aek Habil !

Jumlah

No | Jenis Tenaga Kerja | Jumlah Non ASN |
1 | Ahli Gizi 2 0

2 | Analis Lab 1 0

3 | Apoteker 2 1

4 | Asisten Apoteker 1 1

5 | Bidan 13 16

6 | Dokter Umum 1 3

7 | Dokter Gigi 1 0

8 | Penyuluh Kesehatan 7 3

9 | Perawat 14 4

10 | Perawat Gigi 2 0

11 | Sanitarian 2 0

12 | Jumlah 46 28

Tabel 1. 6 Data Pegawai UPTD Puskesmas Aek Parombunan

UPTD Puskesmas Aek Parombunan .

' Jumlah |

No | Jenis Tenaga Kerja J‘:‘S‘:‘h . Nom

ASN

1 | Ahli Gizi 2 ; 0

2 | Analis Lab 1 | o0 |

3 | Apoteker 1 1 0 |
4 | Asisten Apoteker 2 0
5 | Bidan 21 15
6 | Dokter Umum B 2
7 | Dokter Gigi 0 0
8 | Penyuluh Kesehatan 5 2
9 | Perawat 11 9
10 | Perawat Gigi 2 . 0

11 | Sanitarian N

12 | Jumlah 50 | 28 |
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Tabel 1. 7 Data Pegawai UPTD Laboratorium
UPTD Puskesmas Laboratorium |

Jumlah
Non ASN

=2
-}

Jenis Tenaga Kerja | Jumlah
Ahli Gizi
Analis Lab
Apoteker
Asisten Apoteker
Bidan
Dokter Umum
Dokter Gigi
Penyuluh Kesehatan
Perawat
Perawat Gigi
Sanitarian
Radiografer
Jumlah

== OlRlW|o|Io|Cc|C|C| R~ |O

i
DHO\DOO‘\IC\W-&CDIOM

=
W

w oo~ |o|lo|C|~|IC|Io|I~|C

[y
o

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan Dinas
Kesehatan Kota sibolga dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 1. 8 Tabel Pendapatan

PENDAPATAN 550.603.935 |  252.388.000 |  307.215.935 | 45,10%

PENDAPATAN ASLI
CAERA L 353.603.935 156.547.250 197.056.685 | 44,27%

) Retribusi Daerah 353,603.935 156.547.250 197.056.685 | 44,27%

’ Ratbus Jasa | 517 303.935 86.647.250 |  230.656.688 | 27.31% |

. Umum |

Retribusi Pelayanan
Kesehatan di 277.303.935 53.948.250 223.355.685 | 19,45%
Puskesmas

Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Tempat

40.000.000 32,699,000 32.699.000 | 81.75%

Pelayanan Kesehatan

Lainnya yang Sejenis

Reyips s 36.300.000 69.500.000 33.600.000 s
. Usaha %

RRuLS Perytwam 36.300.000 69.900.000 33.600.000 | 9%°®

Tanah dan Bangunan %

;:I:-La]n PAD yang 206.000.000 95.840.750 110.159.250 | 46,52%

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN pada 206.000.000 95640.750 110.169.250 46.52

FKTP
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Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
88,388,182,565,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
66,643,856,243-. Besaran realisasi tersebut merupakan
semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran

. pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan Bendara Pengeluaran
. pada Puskesmas yang terkait Pengelolaan dana bersumber
dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berikut tabel
rincian belanja tersebut:

Tabel 1. 9 Tabel Belanja Daerah

Kode
URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 %
Rekening
1 2 3 4 5z{4/3)
5 BELANJA DAERAH 88,388,182,565 | 66,643,856,243 75,40%
5.1 BELANJA OPERASI 81,910,572,685 | 61,198,871,943 | 74,71%
5.1.01 Belanja Pegawai 38,604,091,323 | 31,614,335,134 88.96%
Belanja Barang dan
5.1.02 Jasa 46.041.940.366 | 37.710.519.925 81.89%
JUMLAH BELANJA
OPERASI 88,388,182,565 | 66,643,856,243 | 74,71%
5.2 BELANJA MODAL 6,477,609,880 5,444,984,300 | 84,06%
Belanja Modal
5.2.02 Peralatan dan Mesin 5,694,352,800 4,957,384,400 87,06%
Belanja Modal
Gedung dan
5.2.03 Bangunan 783,257,080 487,599,900 | 62,25%
Belanja Modal Aset
5.2.05 Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA
MODAL 6,477,609,880 5,444,984,300 | 84,06%
JUMLAH BELANJA 88,388,182,565 | 66,643856,243 75,3%
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1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga terdapat permasalahan
utama dalam pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan kesehatan antara lain masih terdapat kesenjangan
antar berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah
ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut,
sehingga hal tersebut mempengaruhi pencapaian Kkinerja.
Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari upaya
kesehatan ibu dan anak yang diukur dari Angka Kematian Ibu
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita
(AKABA) serta status gizi (stunting), wasting, dan beberapa
indikator pembangunan kesehatan yang belum mencapai
target dan masih menjadi permasalahan di Kota Sibolga.

Permasalahan utama tersebut diatas menjadi dasar
penyusunan strategi dan arah kebijakan pengembangan
pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kota Sibolga dalam pencapaian tujuan dan sasaran

yang ditetapkan selama periode 2021 s.d 2026.
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Tabel 1. 10 Tabel Permasalahan Pemerintah Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Belum optimalnya Capaian Kinerja vang tidak | Keterbatasan anggaran, dan kompetensi pegawai
Tata kelola dapat dicapai sesuai
pemerintahan dengan target
Ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan
keuangan
2 | Masih rendahnya 1. Masih terdapatnya 1. Tingginya mobilisasi perpindahan penduduk
mutu pelayanan Angka Kematian Ibu, antar daerah
Kesehatan Ibu dan
Ansik 2. Masih terdapatnya 2.Belum optimalnya edukasi ke masyarakat
Angka Kematian Bayi, tentang kesehatan reproduksi dan persiapan
kehamilan bagi calon pengantin
3. Masih terdapatnya 3. Belum optimalnya edukasi ke masyarakat
Angka Kematian Balita, tentang kesehatan reproduksi dan persiapan
kehamilan bagi calon pengantin
4.Belum Optimalnya 4. Belum Optimalnya cakupan pelayanan SDIDTK
Cakupan K4 pada balita
5.Belum optimalnya 5. Belum semua nakes dilatih SDIDTK
edukasi ke masyarakat
tentang kesehatan
reproduksi dan persiapan
kehamilan bagi calon
pengantin
6.Belum Optimalnya 6. Seringnya Pergantian penanggung jawab
cakupan SDIDTK pada program
balita
7. Masih Kurangnya 7. Belum Optimalnya Pelayanan Promosi
Informasi Kepada Kesehatan di Posyandu
Masyarakat terkait
Kesehatan Tbu dan Anak
3 | Masih rendahnya 1. Masih terdapatnya 1. Belum optimalnya pemberian suplementasi gizi

status gizi
masyarakat

Pravalensi wasting pada
Balita,

pada balita

2. Masih terdapatnya
Angka Stunting pada
Balita

2. Belum optimalnya surveilans gizi dan sistem
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG )

3. Belum optimalnya
koordinasi dan kerjasama
lintas sektor dan lintas
program dalam
penanggulangan masalah
gizi

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan
lintas program dalam penanggulangan masalah
gizi

4. Masih rendahnya
informasi dan edukasi
yvang diterima masvarakat
terkait Gizi seimbang

4. Belum Optimalnya Pelayanan Promosi
Kesehatan di Posyandu terkait Gizi seimbang

5. Masih terdapatnya

Makanan dan Minuman
yang belum memenuhi

syarat

5. Masih rendahnya Pengetahuan dan Kepedulian
Masyarakat tentang Pengolahan Makanan dan
Minuman yang memenuhi Syarat Kesehatan.

6. Masih terdapatnya
Pengolahan Makanan dan
Minuman yang tidak
memenuhi standar
Kesehatan

6. Belum optimalnya Partisipasi Tokoh Masvarakat
dalam Pengawasan Produk Makanan dan
Minuman di pasaran.
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7. Belum optimalnya
Pelaksanaan Program
Keamanan Pangan Bagi
Pelaku Usaha Makanan
dan Minuman

7. Masih rendahya partisipasi Penjual Makanan
dan Minuman di pasaran untuk mengikuti
BIMTEK Keamanan Pangan.

Masih terdapatnya
masyarakat Kota
Sibolga yang belum
memiliki jaminan
pemeliharaan
kesehatan

1. Masih terdapat
penduduk Kota Sibolga
vang belum terdaftar
sebagai peserta Jaminan
Kesehatan

1. Kurangnya pemahaman dan kepedulian
masyarakat terhadap kepesertaan Jaminan
Kesehatan

Masih terdapatnya
angka kesakitan dan
kematian akibat

1. Masih rendahnya
kemandirian masyarakat
dalam pemeliharaan

1. Belum optimalnya penemuan dan deteksi dini
penyakit menular dan tidak menular,

penyakit kesehatannya
2.  Belum optimalnya 2. Masih rendahnya kapasitas petugas dalam
surveilands dan deteksi tatalaksana penyakit menular dan tidak menular,
dini penyakit imunisasi serta surveilands penyakit
4. Kurangnya kesadaran 4. Terlalu mengharapkan Pemerintah/petugas
masyarakat dalam keschatan untuk mengatasi penvebab penvakit
mencegah penyvakit menular
menular
5. Masih terdapat 5. Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam
masyarakat vang tidak mengatasi penyakit menular
mau menuntaskan
pengobatan ketika
terdeteksi menderita
penyakit menular
6. Belum Optimalnya 6.kurangnya koordinasi antara lintas program dan
penanganan penvakit sektor dalam penanganan penyakit infeksi baru
infeksi baru dan dan kedaruratan kesehatan masyarakat
kedaruratan kesehatan
masyarakat
7. Ketersediaan alat 7. Belum optimalnya Pemeliharaan Alat Kesehatan
kesehatan belum di Fasyankes
mementthi sesuai standar
Belum optimalnya 1. Masih rendahnya 1. Kurangnya Pemahaman dalam pengoperasian
Mutu Pelayanan persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Fasvankes
Kesehatan 40 Obat Indikator

2. Masih terdapatnya
Penggunaan Obat
Irrasional di Fasyankes

2. Belum optimalnya proses Pengadaan
Ketersediaan 40 Obat Indikator.

3. Masih terdapatnyva
Penggunaan Obat
Irrasional di Fasyankes

3. Belum optimalnya Pelayanan Kefarmasian oleh
Apoteker di Fasyankes.

4.Distribusi tenaga
kesehatan yang belum
merata

4. Masih terdapatnya konflik kepentingan dalam
perencanaan, pendistribusian, dan pemerataan
SDM Kesehatan

5. Terbatasnya kapasitas
petugas kesehatan di
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

5. Kurangnyva kepedulian SDM Kesehatan dan
stakeholder dalam menjamin peningkatan
kapasitas dan kualitas SDM Kesehatan

6. Belum optimalnya
pembinaan dan
pengawasan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan
SDM Kesehatan

6. Terbatasnya data fasilitas pelayanan dan SDM
Kesehatan
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7. Masih rendahnya
capaian Kelurahan Stop
BABS

7. Faktor SDM : Pelaksanan pemicuan kelurahan
STOP BABS tidak mengikuti tahapan pemicuan
yang telah ditentukan. Kerap tenaga kesehatan
menyamakan Pemicuan dengan sosialisasi atau
penvuluhan

Masih rendahnya
kualitas kesehatan
lingkungan

1. Faktor lingkungan : Tempat Pendukung untuk
BABS, dominan masih menggunakan aliran air
yvang ada seperti parit, sungai dan laut.

2. Faktor Kepemilikan rumah : Dominan status
rumah vang ditempati masyarakat adalah
sewa/ kontrak

3. Lokasi tempat tinggal masyarakat masih banyak
berada di atas permukaan laut dan mem belakangi
sungai dan parit

4. Pola Pikir Masyarakat yang masih beranggapan
bahwa pembangunan septic tank membutuhkan
lahan vang luas dan tempat tersendiri

5. Pola Pikir Masyarakat selalu mengharapkan
bantuan dari Pemerintah

6. Kegagalan Penggunaan Septictank komunal
karena masyarakat tidak menerima
penampungannya berlokasi di dekat rumahnya.

7. Ruko dan Rumah masyarakat (Permanen) tidak
menyiapkan septictank dengan alasan
menghindari macet dan penuhnya septictank
sehingga langsung membuangnya ke parit

8. Pemicuan STOP BABS di Masvarakat tidak
membawa hasil maksimal karena tidak ada RTL
sehingga tidak tergambar perubahan perilaku
masyarakat.

2. Belum optimalnva
Penanganan Penyakit
berbasis lingkungan

1. Keadaan Lingkungan dan Rumah syarat
mempengaruhi penyebaran penyakit berbasis
lingkungan (TB-Paru, DBD, Diare, Malaria, dst.)

2. Kekurangan kader kesehatan sehingga
mengakibatkan pemeriksaan langsung ke rumah -
rumah dalam hal penanggulangan penyakit
berbasis lingkungan contoh kader jumantik tidak
maksimal

3. Pola pikir masyarakat yang masih beranggapan
atas masalah DBD selesai dengan pelaksanaan
fogging atau penyemprotan, sementara yang perlu
dilakukan adalah penerapan 3M

3. Masih rendahnya
capaian Kelurahan ber
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STEM)

1. Pemicuan STBM di Masyarakat tidak membawa
hasil maksimal karena tidak ada RTL sehingga
tidak tergambar perubahan prilaku masyarakat
dalam Melakukan STBM.

2. Sarana CTPS sudah ada tetapi masyarakat tidak
melakukan CTPS sesering mungkin terutama pada
5 waktu penting CTPS

3. Belum memilah sampah yang kering dan basah
dan belum ada nya kebiasaan masvarakat untuk
3R : Reuse, Reduce dan Recyling
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4. Pembungan limbah cair Rumah Tangga
sebagian masih membuang ke parit, sementara
parit yang ada dilingkungan masyarakat sudah
tertutup dengan beton yang mana secara estetika
sudah aman tetapi proses pembersihan parit
menjadi sangat sulit dilakukan dan membuang ke
sungai atau laut tanpa melalui proses pengolahan

3. Masih kurangnya 1. Pengoptimalan Pelayanan Promosi Kesechatan di
pengetahuan, pemahaman | Puskesmas

dan kesadaran
masyarakat terkait
kesehatan lingkungan

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi
juga menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau
isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah
serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah. Dalam  pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan untuk periode 2021-2026, ditetapkan Visi
Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut:

“Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”
Sedangkan untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah
Kota Sibolga juga harus memiliki misi yang tujuannya daalah
merealisasikan maksud dan tujuan yang terkandung dalam
visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka
Pemerintah Kota Sibolga memiliki 5 misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good
Governance dengan Transparan dan Akuntabel;

2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat
serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat
yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;

3. Mewujudkan pemertaan pembangunan yang proporsional
berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman
warga agar terciptanya lingkungna yang sehat dan
infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata
ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City);

4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan
subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan
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memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk
melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta
meningkatkan kesejahteraan guru;

5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan
kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku
ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota
Sibolga.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan
RPJMD
Dinas Kesehatan Kota Sibolga mempunya tugas yang

membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang
kesehatan sesuai dengan visi walikota yaitu “sehat” dan misi
kedua walikota yaitu “Mewujudkan dan Meningkatkan
kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat
melahirkan masyarakat yang cerdas menuju masyarakat yang
makmur”.

Guna mendukung arah kebijakan yang sudah ditentukan,
strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7
(Tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Menbangun lingkungna hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan ikliml; dan

7. Memperkuat stabilitas (Polhukam) dan transofrmasi
pelayanan publik.

Urusan pemerintahan bidang kesehatan termasuk ke

dalam Prioritas Nasional yang ke 3 yaitu Meningkatkan
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Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing, yang

memiliki sasaran dan indikator antara lain:
Tabel 1. 11 Mmrh'?vwﬁ& Target Program Kesehatan

No Program Indikator Target
1 | Program Pemenuhan Persentase cakupan 100%
Upaya Kesehatan pemenuhan upaya
Perorangan dan Upaya | kesehatan
Kesehatan Masyarakat | perorangan dan
. [ upaya kesehatan
masyarakat
2 | Program Peningkatan Persentase Sumber 4,9%
Kapasistas Sumber Daya Manusia
Daya Manusia Kesehatan yang
Kesehatan ditingkatkan
kapasitasnya
3 | Program Sediaan Persentase Makanan 95%
Farmasi, Alat dan Minuman yang
Kesehatan dan memenuhi syarat
Makanan Minuman
4 | Program Pemberdayaan | Persentase 45%
Masyarakat MBidang Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM]
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d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Tahunan
Kegiatan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kota

Sibolga disusun berdasarkan visi misi Wali Kota Sibolga,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Sibolga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) yang menekankan pada Prioritas Nasional.
Berikut dibawah ini tabel kegiatan yang diambil dari rencana
kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024:

Tabel 1. 12 Tabel Sub Kegiatan Renja 2023

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1 | Program Penunjang | Perencanaan, Koordinasi dan

Urusan Penganggaran dan | Penyusunan Laporan _

Pemerintahan Evaluasi Kinerja | Capaian Kinerja dan |

Daerah Perangkat Daerah | I[khtisari Realisasi '

Kabupatan/Kota Kinerja SKPD :
Administrasi Penyediaan Gaji dan
Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah ;
Administrasi | Pembinaan, Pengawasan"'
Barang Milik dan Pengendalian
Daerah pada Barang Milik Daerah j
Perangkat Daerah | pada SKPD
Administrasi Penyediaan Komponen |
Umum Perangkat | Instalasi 5
Daerah Listrik/ Penerangan

Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor |

Péﬁycdiaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
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Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat
Penunjang Urusan Menyurat |
Pemerintahan Penyediaan Jasa Komunikasi, |
Daerah Sumber Daya Air dan Listrik ‘
Penyediaan Jasa Pelayanan |
Umum Kantor i
Pemeliharaan Penyediaan Jasa
Barang Milik Daerah | Pemeliharaan, Biaya
Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak

Pemerintahan Kendaraan Perorangan Dinas
Daerah atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitas |
Gedung Kantor dan '
Bangunan lainnya

Program Penyediaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan |
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan | Puskesmas
Upaya Kesehatan untuk Rehabilitasi dan Pemeliharaan |
Kesehatan UKM dan UKP Fasilitas Kesehatan Lainnya |
Perorangan Kewenangan Daerah | Pengadaan Prasarana dan

dan Upaya Kabupaten/Kota Pendukung Fasilitas
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pengadaan Alat |

Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Pengadaan Obat, Vaksin
Pengadaan Bahan Habis
Pakai
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Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, vaksin,
Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP), Makanan
dan Minuman ke
Puskesmas Serta
Fasilitas Kesehatan

Lainnya
Penyediaan Layanan | Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Untuk Kesehatan Ibu Hamil
UKM dan UKP Pengelolaan Pelayanan
Rujukan Tingkat Kesehatan Ibu Bersalin
Daerah |
Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan |

Kesehatan Bayi Baru I

Lahir

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan |
Kesehatan pada Usia ‘
Produktif |
Pengelolaan Pelayanan |
Kesehatan pada Usia i
Lanjut I
Pengelolaan Pelayanan |
Kesehatan Penderita
Hipertensi

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita i
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan |
Kesehatan Orang dengan |
| Risiko Terinfeksi HIV |
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Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB)

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA

Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan
Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensi KLB ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan
Puskesmas
Pelayanan Akreditasi |
Fasilitas Kesehatan di =~ |
Kabupaten/Kota ‘
|
|

ir_lvestigasi Awal

Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi |
dan Pemberian Obat |
Massal) ‘
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PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan |
Tuberkulosis 5

Pengelolaé.n Pelayan_ar_l
Kesehatan Malaria

Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Kesehatan Secara

Terintegrasi

Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan

Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah

Peningkatan Mutu
Pelayanan fasilitas .
Kesehatan g

kabupaten/Kota
Teaberisn i |Pabnsenim |
Praktik Tenaga Pengawasan Tenaga 5
Kesehatan di wilayah | Kesehatan serta Tindak |
Kabupaten/Kota Lanjut Perizinan Praktik |
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Perencanaan dan
Kebutuhan dan Distribusi serta
Pendayagunaan Pemerataan Sumber

Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Daya Manusia
Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai
Standar

| Pembinaan dan
Pengawasan Sumber
Daya Manusia |
Kesehatan '

Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu

dan Peningkatan ,
Kompetensi Teknis |
Sumber Daya Manusia |
Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota :_
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PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN

Penerbitan Sertifikat

Produksi Pangan
Industri Rumah

Tangga dan Nomor P-

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindakan Lanjut

Pengawasan Sertifikat |

MAKANAN IRT sebagai izin Produksi Pangan
MINUMAN Produksi, untuk Industri Rumah 5
Produk Makanan Tangga dan Nomor P- |
Minuman tertentu IRT sebagai 1zin i
yang dapat Diproduksi | Produksi, untuk
oleh Industri Rumah Produk Makanan
Tangga Minuman Tertentu |
yang dapat Diproduksi |
oleh Industri Rumah |
Tangga
Penerbitan Stiker Pengendalian dan
Pembinaan pada Pengawasan serta
Makanan Jajanan dan | Tindak Lanjut
Sentra Makanan Penerbitan Stiker
Jajanan Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan -
' Pemeriksan dan Pemeriksaan Post 'j
Tindakan Lanjut Hasil | Market pada Produksi |
Pemeriksaan Post Makanan-Minuman |
Market pada Produksi | Industri Rumah '
dan Produk Makanan | Tangga yang Beredar
Minuman Industri dan Pengawasan serta
Rumah Tangga Tindak Lanjut
Pengawasan
PROGRAM Advokasi, Peningkatan Upaya
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan, Promosi Kesehatan, ;
MASYARAKAT Kemitraan, ADVOKASI, Kemitraan |
BIDANG Peningkatan Peran dan Pemberdayaan :
KESEHATAN serta Masyarakat dan | Masyarakat
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan |
Pelaksanaan Upaya Supervisi
Kesehatan Bersumber | Pengembangan dan
Daya Masyarakat Pelaksanaan Upaya
(UKBM) Kesehatan bersumber
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BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari
keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian
kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja
setiap urusan pemerintahan sesuai dengan inidkator masing-masing
urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap

indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Indikator Kinerja

Kunci Keluaran Urusan Kesehatan sesuai tabel berikut

DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA
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2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Indikator Kinerja

Hasil Keluaran Urusan Kesehatan sesuai tabel berikut:

DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA |+




©j03] /ujednqes]
LTL'T Ip uiresiaq nqr yerwnpe
wﬂwmwx %001 %SS‘S6 a\omoH TEI'T | %00T1 ¥ ueuresiad ueuelerad | weuresiad ueuelersd
pid ueyjedepusw Suef | ueyjedepusuwr ulfesiaq
urresseq Nqr yepuunp nqJ esejussiag ueleyesay | 7
ej03] / usrednqes
8TL'1 1P [ruey ngr yepunp [rarey ngt
sewss 9 :
wﬁm?“ 9%00T %E8‘66 &Noﬁ cHS'T 9001 X uejeyasay ueuelerad uejeyasay ueuelerad
: uesjedepuswt uesjedepuatu
Sued [mwrey ngr yequnp | [TWEH ngj 9selUasIag ueleyesay | I
ej03] /usjednqes] Ise)paniels)
: %001 € P Sy yepunp | Sued ejox/usednges
Nasd %00T %00°00T s 5 %001 X e aneE; Bunk S o
uexnmy S yepunp S 9sejuasiad uejeyssay | g
ej03] /uajedngey
‘ %001 | LPL'16 Ip 3npnpusd yerwnp
0, o, X
Masd %001 %St 0 < zn | %001 e et T o S ———— I
Sundure] efeq yerwnpe | Sundure], efeq oisey uejeyssay
6 8 L g v [4 I
T1seH
B uﬁ.«uﬂum efouny ef1o TeeIULRWag
. i 103eqIpU] e snuwny ef1oury I03eqIpPUl e ON
Isquing | JIOjeqIpu] weredeo J03eXIpu] Te[iN TESTLI()
} Iseseay

H VOT04HIS VIOH NVIVHASEH SYNIA

oWy ubuDhin]ag JOPUDIS [ b 199PL




! VDTOHIS VIOM NVIVHASEH SYNIA

cewsoy . SRt 8.1'8 Suruun{s uexjedepuswt Iepue]s Iensas UeJeyasay]
Sueics %001 | %80°'66 ‘ 9%00T X Suef unye) gg ersn | SuruLns uexjedepusw seje 93 unye)
: ereSsu edrem yepwnp 09 ®Isn eIredou e3rem 9sejuasisd | Uejeyasay
ejo3 /usjednqgey .
p unye] 6§
££6'8S -G1 eisn SueJo yejwnp
SBUWISI : %001 : Iepuels
mnmEM %001 | %00°001 Mo e oot * BNsas aﬂmzwmuxm |
Suruuys uesjedepusu | Jepue}s Tensos Uejeyasay|
Suek unye; 69 | Sumunrs uesjedepusw Suek
-g1 ®eisn Suelo yejwunp | unye} 6S-G1 eisn Suelo asejussIia | UBIBYSSIY
ej03] /usrednqey] |
1p Jesep ueyipipuad |
00Z°€El EIsn yeue yejunp
Sewsa}] ¢ %001 [ 00Z'ET uejs
Suepig %00T | %00 00T < %001 X rensos :m“”vmmx
ueuelead jedepusw JIepuels rensas uejeyasay
Suef resep ueyipipuad weuekelad uesjedepusw Suek resep
BISN Yeue yejump ueyipipuad eIsn s[eue 9sBIUasIDd | UB)eyasay]
©103] /uerednqey|
9€9'8 TP elireq yejunpe
Seus9 . %001 9'8 Tepuejs
mﬁmﬂmvﬁ %0071 | %00°001 i % %00T X rensos GSMMomux
weuele] uejedepusw Iepuels rensas
Suek ejieq yepunp | ejeq uejeysssy ueueked uednie) | uejeyosay]
ejo3 /usjedngey 1p
bv9'1 | Jiye nreq deq yepump
seuwIss . %001 | TLS'T | JEpPUE]S lensos
mﬁmﬂw 2%00T | %.L686 = #e %001 X ﬁﬁmﬂ%u.ox ueuefe| ey nreq 1heq
uesjedepuswt Fuek uejeyasay ueuele[ad uesjedepusur
Jiye| nreq ifeq yepwnp Jiye] nreq 1feq aSeIUISIS] | URIRYIS)Y




B103] /uajedngey|
P rHAO

8Z1 ejuepuad yequnp
. 04001 871 Tepuels 1ensas

w%mmmm 00T | YL 65 s ¢ 00T X qmum:vmoﬂ ueuelelad .
ueyjedepusut Tepuels rensas emil |
gued rOAO uejeyasay ueuele[ad uesjedepusw
ejuepuad yerwnp Suef jeisq rHQ SsBIULSIa] | UBlRYssaY | OT
ej03 /ustednqey] 1p
0bL'T NQ ejuspuad yepunp

dad , %001 +oF Iepuels rensss
Suepig 0L ¢ WEEE0 X el uejeyesay| ueuelead Iepue)ls rensas

uesjedepusw Sueld uejeyssay ueuelered uexredepusu

A eiuspuad yepunp Suek (1 enrepuad asejussiad | ueleysSay | 6

©j03] /uarednqey

1p 1sualradiy

121°S1 ejuspuad yeqwmnp

dzd ; %001 | 860°1 Jepuels rensos

Suepig | %001 | %116 < %00T X e e

uesjedepusaw Jepuels rensos

Sued 1susyradiy uejeyssay ueuelefad uexredepusur

eyuepuad yequmnp | Sued 1susliadiy eirepuad asejussiod | uejeyssay | 8
2303/ usred nqes] 1p

unyej 0g eisn ereSou |

zsT'8 eSrem Suero yepunp _

Iepuels

TENsas UBJBYaSa3|

- 0 VDTOHIS VIOM NVIVHASHH SVNIA




ded
Suepig

%001

%9‘8C1

%001

PLT'E

o1t

%001 X

ejoy] /uarednqey
1P AIH Is¥3juLIa] OXIsal
ueSusp Suelo yepunpe

Iepuels 1ensss AJH
uIp 183239p ueuelerad
ueyredepusw Fuek
ATH 1s¥ajuLIa) oxisal
ueBusp Suelo yejunp

Jepuejs rensss A[H TUIp 1s33)ap
ueuelead uesedepusw AJH 1S}2JULIS])
o31sa1 ueduop Sueto asvjussIag

uejeyasay]

4!

ded
Suepig

%001

%CS POT

%001

1.0°€

1829

H VDTOdIs VIOH NVIVHESEH SYNIA

%001 X

ejo0y /usjednqey] 1p
od.L eiuspuad yepwnpe

Iepuels rensas
uejeyssay ueuelerad
uesjedepuas Suek
Odl eyuepuad yeunp

Iepuels
rensos Og, ueuelefed uerjedepuswt
og L e8npia) Suelo asejussiad

uejRyasay|

11




BAB III
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tugas pembantuan, yaitu:

1. Dasar Hukum Penyelenggaran Tugas Pembantuan

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
59);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
59);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
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e Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2022 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisi kBidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024,

e Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi kBidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2024

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Sibolga dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
Dalam pelaksanaan tugas bidang kesehatan terdapat tugas
pembantuan dari pusat yaitu Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia. Guna pencapaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
untuk Tahun 2024 dialokasikan anggaran sumber Dana Alokasi
Khusus (DAK).
Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : a.
DAK Fisik dan b. DAK Non Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya
disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional sedangkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan,
adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional
kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi
urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di daerah.

DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi: a.
DAK Fisik reguler bidang kesehatan; dan b. DAK Fisik penugasan
bidang kesehatan. DAK Fisik reguler bidang kesehatan meliputi: a.
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subbidang pelayanan dasar; b. subbidang pelayanan rujukan; c.
subbidang pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai; dan d.
subbidang peningkatan kesiapan sistem kesehatan. DAK Fisik
penugasan bidang kesehatan meliputi: a. subbidang penguatan
intervensi stunting (major project); dan b. subbidang penurunan angka
kematian ibu dan bayi.

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:

a. BOK; b. jaminan persalinan; c. dukungan akreditasi Puskesmas; d.
dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; dan e. bantuan
operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.

Dinas Kesehatan Kota Sibolga menerima tugas pembantuan dari
Kementerian Kesehatan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus berupa
DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Adapun DAK Fisik yang diterima
merupakan DAK Fisik reguler bidang kesehatan meliputi a. subbidang
pelayanan dasar; b. subbidang pelayanan kefarmasian dan bahan
habis pakai; sedangkan DAK Non Fisik berupa a. BOK; b. jaminan
persalinan; c. dukungan akreditasi Puskesmas; d. dukungan akreditasi
laboratorium kesehatan daerah; dan e. bantuan operasional kesehatan
pengawasan obat dan makanan.

Adapun besaran anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas
Kesehatan Kota Sibolga sebesar Rp. 4,759,047,000,- dan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Kota Sibolga sebesar Rp. 4,808,937,000,-.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan tahun anggaran 2024
diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang
kesehatan dimana SKPD Pelaksananya salah satunya Dinas Kesehatan
Kota Sibolga. Adapun subbidang pelayanan yang melaksanakan
Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas Kesehatan
Kota Sibolga adalah Bidang Pelayananan dan Sumber Daya Kesehatan,
Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT sedangkan Program Kegiatan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik adalah Bidang Kesehatan Masyarakat,
Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayananan dan
Sumber Daya Kesehatan, UPTD Puskesmas se-Kota Sibolga serta UPTD

Laboratorium Kesehatatan.
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Instansi pemberi Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan adalah

sebagai berikut:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c¢q Subbidang

Pengawasan Obat dan Makanan
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BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Kesehatan
Pelaksanaan SPM di pemerintahan daerah memiliki dasar hukum
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Minimal

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut peraturan permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pasal 2 ayat 3 bahwa Jenis

pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

teridiri atas:

FTE R ™0 Q0 O

Pelayanan Kesehatan Ibu hamil;

Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Pelayanan kesehatan balita;

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ;dan
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l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)

Yang bersifat peningkatan /promotif dan pencegahan/preventif.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah,
Alokasi Anggaran, dan Realisasi
SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan dan
dicapai 100% target SPM setiap tahunnya oleh pemda. Dalam
pelaksanaannya alokasi anggaran untuk SPM didukung melalui
APBD Kota Sibolga dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Berikut
dibawah Target Pencapaian SPM, Alokasi Anggaran dan Realisasi
SPM.
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4.1.3 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh
sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota
Sibolga, baik SDM maupun infrastruktur kesehatan yang

dimiliki.
Tabel 4. 2 Jumlah SDM
No Keterangan Jumlah
1 Dinas Kesehatan 81
2 UPTD Puskesmas Pintu Angin 94
3 UPTD Puskesmas Sambas 89
+ UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas 68
a UPTD Puskesmas Aek Habil 70
6 UPTD Puskesmas Aek Parombunan 85
7 UPTD Laboratorium 16

Tabel 4. 3 Jumlah Ambulan dan Pusling Roda 4

No Keterangan dasmiah; | Jondeh
Ambulans | Pusling
1 UPTD Puskesmas Pintu Angin 1
UPTD Puskesmas Sambas 1
3 UPTD Puskesmas Pelabuhan 1 1
Sambas
4 UPTD Puskesmas Aek Habil
5 UPTD Puskesmas Aek Parombunan 1

4.1.4 Permasalahan dan Solusi

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar
secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh
warga negara harus memperoleh pelayanan minimal, dalam hal
penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama
dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang
kesehatan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal
dan peran OPD serta masyarakat dalam melaksanakan SPM
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sehingga masyarakat dapat terlayani secara efektif, efisien dan

tepat sasaran.
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BAB V
Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sibolga merupakan
laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu
tahun anggaran yang meliputi Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan
dan laporan Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah guna memenuhi
ketentuan pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Hasil kinerja yang dilaporkan pada LkjIP Dinas Kesehatan Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan
kesehatan yang telah dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga
mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan
terhadap seluruh sub kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 telah
diselenggarakan dengan baik sesuai visi Kota Sibolga yaitu “Sibolga Sehat,
Pintar dan Makmur” serta sesuai dengan strategi dan arah kebijakan
Daerah (RPJMD) dan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Kota Sibolga.

2. Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sibolga terealisasi sebesar Rp.
156,547,250, (474,27%) dan Realisasi Belanja sebesar Rp.
70.157.939.006,- (84,32%).

3. Target (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional hampir tercapai 100%
secara keseluruhan karena disebabkan adanya perpindahan penduduk
dalam kurun waktu 1(satu) tahun sehingga mengurangi capaian SPM.

4. Tugas pembantuan yang diberikan kemenkes berupada Dana Alokasi
Khusus Fisik terealisasi sebesar 66,643,56,243,- (75,40%) dan Dana
Alokasi Non Fisik Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar
6.282.483.058 (69,22%)
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Demikian LKjIP Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2024 ini
disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan
di Kota Sibolga.

Pilt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA LGA
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PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KESEHATAN

Jl. dr. Ferdinand Lumban Tobing No. 36 Sibo

Realisasi
w S, T m:?kﬁir Sumber
No Indikator Kinerja Rumus Indikator | Indikator Kin
erja Data
Kinerja Kinerja Hasil
Hasil
1 4 5 6 7 8 9
Rasio Daya Tampung
Rumah Sakit Rujukan Jumlah Daya Tampung
Rumah Sakit Rujukan X 421 i S
/ U/ 0,
! Jumlah Penduduk di | 100% [ 91,747 | X 100% | 0.45% 1a0%% PeLE
Kabupaten/Kota
2 | Persentase RS Rujukan
tingkat kabupaten/kota | jumiah RS Rujukan
vang terakreditasi yang terakreditasi 1 0:;0 % 3 x 100% 100,00% 100% PSDK
Jumlah RS di 3
Kabupaten/Kota
1 Persentase Tbu Hamil
mendapatkan
pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang
ibu hamil mendapatkan ;
b hami pc]aval?an kesehatan m}()% 1.543 x 100% 89,29% 100% E;Sil:i
Jumlah ibu hamil di 1.728
kabupaten/kota
2 Persentase Ibu bersalin
mendapatkan
pelavanan persalinan Jumlah ibu bersalin
ang mendapatkan i
.::elagvanan pg?saih'mn 10)(()% 1.632 | X 100% 98,46% 100% E,;(slf::;%
Jumlah ibu bersalin di 1.727
kabupaten/kota :
3 Persentase bavi baru |
lahir mendapatkan Jumlah bayi baru lahir |
pelayanan kesehatan yang mendapatkan
bayi baru lahir layanan kesehatan il ¢
) sesuai standar 101(;% 1.571 x 100% 94,97% 100% é:::z:;gs
Jumlah bayi baru lahir 1.644
di kabupaten/kota
4 Cakupan pelayanan
kesehatan balita sesuai | Jumlah balita yang
standar mendapatkan layanan 5 e
kesehatan sesuai . x 100% | 100,00% 100% "
standar °| 8.636 L
Jumlah balita di 8.636
Kabupaten/Kota |
S Persentase anak usia Jumlah anak usia |
pendidikan dasar yang | pendidikan dasar yang
mendapatkan mendapat pelavanan
pelayanan kesehatan kesehatan sesuai X Bidang
sesuai standar standar 100% | 13,200 | X 100% [ 100,00% 100% (et
Jumlah anak usia 13,200

pendidikan dasar di
Kabupaten/Kota
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Persentase orang usia
15-59 tahun vang
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai

Jumlah orang usia 15-
59 tahun vang
mendapatkan skrining
skesehatan sesuai

X Bidang
standar standar 100% 5.220 x 100% 100,00% 100% Kekmins
Jumlah orang usia 15-
59 tahun di 58,933
kabupaten/kota
7 Persentase warga Jumlah warga negara
negara usia 60 tahun usia 60 tahun yang
ke atas mendapatkan mendapatkan skrining 100%
skrining kesehatan kesehatan sesuai X Bidan
4 g
sesuai standar standar i00% | 8,irs | X100% [ 99,10%. | Hasinar
Jumlah orang warga |
negara usia 60 tahun di 8,252
- kabupaten/kota
8 Persentase penderita Jumlah penderita
hipertensi yang hipertensi yang |
) mendapatkan mendapatkan [
pelayanan keschatan pelayanan kesehatan X Bidang
sesuai standar sesuai standar 100% | 1.098 x 100% 91,14% 100% P2P
Jumlah penderita
hipertensi di 15.121
Kabupaten/Kota
9 Persentase penderita
DM vang mendapatkan | Jumlah penderita DM
pelayanan kesehatan vang mendapatkan
sesuai standar pelavanan kesehatan % Bidang
scanal standar 100% | 464 | Xx100% | 26,07% 100% i
Jumlah penderita DM
di Kabupaten/Kota 1.740
10 | Persentase ODGJ berat | Jumlah penderita T
yvang mendapatkan ODGJ vang
pelayanan kesehatan mendapatkan
jiwa sesuai standar pelayanan kesehatan X Bidang
Sh AT Standar 100% | 128 x100% | 98,04% | 100% e
Jumlah penderita |
ODGJ di 128 [
Kabupaten/Kota .
11 | Persentase orang |
terduga TBC Jumlah penderita TBC |
mendapatkan yvang mendapatkan |
. pelayanan TBC sesuai pelayanan kesehatan x ) Y | Bida
standar sesuai standar 100% | 6.281 X 10008 | @nbinel|  100% ngg
Jumlah penderita TBC [
di Kabupaten/Kota 3071 [
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Persentase orang
dengan resiko Jumlah orang dengan
terinfeksi HIV resiko terinfeksi HIV
mendapatkan -‘"“‘1;8 ‘“e"dgl’atfa,“ f
. avi teksi | . |

pelavanan deteksi | Pe'ayanan dete x ) Bidang
dini HIV sesuai | dini HIV sesuai 100% x100% | 128,6% | 100%. | ~pop
standar standar 4.210

Jumlah orang dengan 3.274

resiko terinfeksi HIV

di Kabupaten/Kota

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

NIP. 19821225 200604 2009
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PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS KESEHATAN

No
IKK Output | Nilai IKK Output | IKK Outcome Rumus e
1 2 3 4 5 6
1| Jumlah RS Rasio daya Jumlah daya
Rujukan tampung tampung rumah
kﬂl)upatf:n/kntg 421 Tempat terhadap sakit rujukan .
e Tidur/91747 | Jumiah Jumlah Penduduk || X | Bidang
sarana, prasarana ol ndu : : o SDK
dan alatpkcsehaiau Jiva ’ d Rebupatery/Kata
(SPA) sesuai
standar
2 | Jumlah RS dibina Persentase RS Jumlah RS
dan d,pei:saapkau Rujukan Rujukan vang
akreditasinya s Tingkat terakreditasi X Bidang
: kabupaten/kota | Jumlah RS di 100% PSDK
vang Kabupaten/Kota
terakreditasi
3 1. Jumlah 1316 buku Persentase ibu
dukungan logistik kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil
kesehatan yang dan anak, 0 mendapatkan yang mendapatkan
tersedia Karton PMT Ibu | pelavanan pelavanan
Hamil kesehatan ibu kesehatan X Bidang
2. Jumlah SDM hamil Jumlah ibu hamil 100% Kesmas
Kesehatan untuk 173 Bidan, 104 di kabupaten/kota
pelayanan Perawat, 15
antenatal Dokter
4 1. Jumlah Persentase ibu Jumlah ibu
dukungan logistik 1316 buku bersalin bersalin vang
kesehatan yang kesehatan ibu mendapatkan mendapatkan
tersedia dan anak pelayanan pelavanan
... ) persalinan |_persalinan =
Jumlah ibu X Bidang
2 Jumlah SDM 173 Bidan, 104 bersalin di 100% Kesmas
Keschatan untuk Perawat, 15 kabupaten/kota
peliyanin . Dokter, 8 Ahli
persalinan sesuai Gizi
standar
5 1. Jumlah Persentase bayi
dukungan logistik baru lahir .
kesehagtan _vagng 1316 buku mendapatkan Jumlah bayi baru
tersedin kesehatan ibu pelayanan lahir yang
dan anak kesehatan bayi mendapatkan
baru lehis layanan kesehatan
sesuai standar X Bidang
2. Jumlah SDM Jumlah bayi baru 100% Kesmas
Kesehatan untuk lahir di
pelavanan neonatal 173 Bidan, 104 kabupaten/kota
esensial sesuai Perawat, 15 Dokter
standar
|
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1. Jumlah dukungan
logistik kesehatan
vang tersedia

897 Karton PMT
Balita, 0 Antropmetri
Kit

Cakupan
pelayanan
kesehatan balita
sesuai standar

Jumlah balita vang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai

standar X Bidang
Jumlah balita di 100% Kesmas
2. Jumlah SDM Kabupaten/Kota
Kesehatan untuk 173 Bidan, 104
pelayanan kesehatan Perawat, 8 Ahli Gizi
balita sesuai standar
7 Persentase anak
usia pendidikan
1. Jumlah duk aomt yurg -
e B e, mendapatkan Jumlah anak usia
logistik kesehatan - pelayanan s -
yang tersedia h pendidikan dasar yang
: kesehatan mendapat pelayanan
sesuai standar kesehatan sesuai
standar X Bidang
Jumlah anak usia 100% Kesmas
. pendidikan dasar di
ﬁ : Jurmlall Sm:‘!lk Kabupaten/Kota
pelayanan kesehaten | - 173 Bidan, 104
anak usia pendidikan | Ferawat 15 Dokter
dasar sesuai standar
8 | 1. Jumlah dukungan Persentase orang
Iogistik kesehatan usia 15-59
yang tersedia tahun
: mendapatkan Jumlah orang usia 15-
0 Timbangan Dewasa A 8
ga skrining 59 tahun yang
kesehatan mendapatkan skrining
sesuai standar skesehatan sesuai X Bidang
standar 100% Kesmas
2. Jumlah SDM Jumlah orang usia 15-
Kesehatan untuk 59 tahun di
pelayvanan kesehatan 173 Bidan, 104 kabupaten/kota
scsuail standar Perawat, Ahli Gizi
9 | 1. Jumlah dukungan Persentase
logistik kesehatan warga negara
vang tersedia usia 60 tahun ke
: atas Jumlah warga negara
O/ Thnbasngan Do me:;ld_apatkan usia 60 tahun vang
skrining mendapatkan skrining
keschatan i keschatan sesuai X Bidang
sesuai standar standar 100% Fesmzs
2. Jumlah SDM Jumlah orang warga
Kesehatan untuk negara usia 60 tahun di
pelayanan keschatan 173 Bidan, 104 kabupaten/kota
sesuai standar Perawat, 15 Dokter
10 | 1. Jumlah dukungan : Persentase
logistik kesehatan 0 Tensunet_er. 0 tablet penderita
vang tersedia Captopril 25 mg, hipertensi yang
155720 tablet ndapatk :
P mendapatkan Jumlah penderita X i ;
Amlodipine 5 mg, pelayanan hi i 100% Bidang P2P
212,600 tablet Canthatin: UPETIENTL YHIE

Amlodipine 10mg, 0
tablet Amitriptylin

sesuai standar

mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai
standar
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2. Jumlah SDM
Kesehatan untuk
pelavanan kesehatan
sesuai standar

173 Bidan, 104
Perawat, 15 Dokter

Jumlah penderita
hipertensi di
Kabupaten/Kota

11 | 1. Jumlah dukungan Persentase
logistik kesehatan penderita DM
yang tersedia yang
738 Kotak Tes Stik | mendapatkan
Gula Darah pelayanan Jumlah penderita DM
kesehatan yang mendapatkan
sesuai standar pelayanan kesehatan X .
sesuai standar 100% Bidang P2P
2. Jumlah SDM Jumlah penderita DM di
Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
pelayanan keschatan 173 Bidan, 104
sesuai standar Perawat, 15 Dokter
12 | 1. Jumlah dukungan . Persentase
logistik kesehatan 0 tablet Haloperidol | oGt berat
vang tersedia 0,5 mg, 62,800 tablet yang
Diazepam 2mg, mendapatkan
.2,0'300 tablet pelayanan
o sl kesehatan jiwa
Mpgﬂit%?;;g’ sesuai standar | j,m1ah penderita ODGJ
31.000 tablet vang mendapatkan x Bid
Pheticharbital pelayanan kesehatan 100% idang P2P
sesuai standar
2. Jumlah SDM Jumlah penderita ODGJ
Kesehatan untuk di Kabupaten/Kota
pelayanan kesehatan 173 Bidan, 104
sesuai standar Perawat, 15 Dokter
13 | 1. Jumlah dukungan Persentase orang
logistik kesehatan yang terduga
yang tersedia TBC
= mendapatkan
700 set Katrlj TCM | pelayanan TBC | jumlah penderita TBC
sesuai standar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan x )
sesuai standar 1009 | Bidang P2P
2. Jumlah SDM Jumlah penderita TBC
Kesehatan untuk di Kabupaten/Kota
pelayanan kesehatan
sesuai standar 7 Analis Lab
14 | 1. Jumlah dukungan Persentase orang
logistik kesehatan dengan resiko
vang tersedia terinfeksi HIV
* | mendapatkan
3000 pes Rapid HIV | pelayanan
Test deteksi dini HIV Jumlah orang dengan
sesuai standar resiko terinfeksi HIV
yang mendapatkan %
pelayanan deteksi dini 1009, | Bidang P2P
HIV sesuai standar
2. Jumlah SDM Jumlah orang dengan
Kesehatan untuk resiko terinfeksi HIV di
pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota

sesuai standar

8 Analis Lab
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